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ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM
WARISAN ADAT MINANGKABAU DI KELURAHAN UJUNG BATUNG
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH SUMBAR.

Kewarisan merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat diperhatikan
dalam agama Tslam. Dalam agama Islam melaksanakan pembagian harta warisan
hukumnya wajib. Hal ini telah ditetapkan di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi
SAW. Agama Islam juga telah mengatur bagaimana cara pelaksanaan dari hukum
kewarisan baik itu cara pembagiannya, ahli waris, sebab mendapat harta warisan,
hilangnya hak untuk mewarisi dan lain sebagainya.

Minangkabau merupakan suatu daerah yang berpenduduk 100 %
beragama Islam dan juga dikenal dengan falsafahnya adat basandi sara’, sara’
basandi kitabullah (adat bersendi sara’, sara’ bersendi kitabullah) juga
mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan kewarisan.
Dimana dalam pelaksanaan kewarisan, Minangkabau mempunyai hukum adat
yang kuat, yang mengatur masalah kewarisan. Namun demikian, antara hukum
Islam dan hukum adat Minangkabau terdapat perbedaan dalam sistem dan juga
pelaksanaannya. Dalam agama Islam hak ahli waris terhadap harta warisan telah
ditetapkan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Misalnya bagian anak laki-
laki lebih besar dari bagian anak perempuan. Akan tetapi dalam hukum kewarisan
adat Minangkabau tidak ada ketentuan yang seperti ini. Hak kewarisan secara
tradisi turun kepada kaum perempuan. Hal ini bila kita teliti tentunya sangat

bertentangan dengan falsafah adat Minangkabau itu seidiri.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini mendasarkan pada SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No.

054/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
! tidak dilambangkan
Alif Tidak .
@ ] be
ba' dilambangkan
il te
ta' b
& - es (dengan titik di atas)
sa t _
a . ] je
jim S
z B! ) ha (dengan titik di bawah)
a J
¢ I ha' b ka dan ha
3 de
dal kh
3 ) zet (dengan titik di atas)
zal d
J , ) er
ra zZ
J : zet
zai r
o . €S
sin z
o . es dan ye
syin $
ol _ es (dengan titik di bawah)
sad sy
Ua de (dengan titik di bawali)
dad s
L te (dengan titik di bawah)
Ta' d P
5 zet (dengan titik di bawah)
Za' t o
& i koma terbalik di atas
. ‘ain z
d . ge
G gain of
. fa' :
3 qi
3 f
4 qaf ka




J kaf q ‘el

P lam k 'em

U mim I 'en

) nun m w

o wawu n ha

¢ ha' w apostrof
7] hamzah h ye

ya' y

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap, contoh:
Cn dBala ¢ ditulis mutaaqqidin.
i : ditulis ‘iddah.

3. Ta’ Marbutah di Akhir Kata.
a. Bila mati ditulis A, seperti:

4 : ditulis hibah

-

45 ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis , seperti:
A daas  : ditulis #i ‘matullah.
Sl 3 ditulis zakatul fitri.

4. Vokal Pendek
_____(fathah) ditulis a, contoh: w4 ditulis dharaba.
_____ (kasrah) ditulis i, contoh: sgd ditulis fahima.
_____ (dammah) ditulis u, contoh:<58  ditulis kutub.
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5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis 4,
Contoh: &l  ditulis Jahiliyyah.

b. Fathah + alif maqsurah, ditulis ‘a4,
Contoh: ditulis yas’ &

¢. Kasrah + ya mati, ditulis 7,
Contoh: 3 ditulis majid.

d. Dammah + wawu mati, ditulis #,
Contoh:wag A ditulis furid.

6. Vokal Rangkap
a. Fathah + ya mati, ditulis a7,
aSin  ditulis bainakum.
b. Fathah + wawu mati, ditulis au,
Jds®  ditulis gaul.

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof.
Contoh: sl : ditulis a ‘antum.
< sl . ditulis u iddat.

gisd ol ditulis la'in syakartum.

8. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti dengan huruf gamariyyah ditulis al-, misalnya:
A ditulis al-Qur’ an.
ol ditulis al-Qiy ds.

b. Bila diikuti dengan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (L)
slaudl ditulis as-Samd.

owaddl ditulis asy-Syams.
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9. Huruf Besar (kapital).
Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi seperti yang berlaku dalam

EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata

sandang.

10. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat
Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:
A asle ditulis Ulum al-Qur’an.
Sud Qa1 ditulis ARl as-Sunnah.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk suatu masyarakat yang sedang membangun seperti halnya
Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai tarap
kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menghadapi kenyataan yang seperti
itu, peranan hukum semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan
pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan. Fungsi hukum dalam
pembangunan tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial (sosial
kontrol). Namun juga sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat agar

berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan

masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan."

Dalam masyarakat Indonesia hukum yang diterapkan bukan hanya hukum
tertulis, namun juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Di Indonesia
hukum adat sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Hukum adat
tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan

tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul dalam lingkungan masyarakat.

Hukum adat meliputi: a. Hukum Negara Adat, b. Hukum Tata Negara
Adat, c. Hukum Perdata Adat, d. Hukum Antar Bangsa Adat. Diantara hukum-

hukum tersebut, hanya Hukum Perdata Adat Materil yang tidak terdesak oleh

Y Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung:
Alumni, 1993), him. 1,



| O]

zaman penjajahan, dan masih berlaku sampai sekarang walaupun mengalami

pengaruh-pengaruh yang tidak sedikit.”

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata adat secara
keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang berhubungan

sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia.”

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum
tentang hukum waris yang dapat diterapkan untuk seluruh WNI. Sehingga hukum
waris yang diterapkan kepada WNI masih berbeda-beda.” Jika pewaris adalah
penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan jika
pewaris adalah golongan Eropa atau Timur Asing Cina, maka yang berlaku adalah

hukum waris barat.

Masalah warisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan
manusia dan sangat mudah untuk menimbulkan sengketa sebab masalah warisan
ini menyangkut tiga unsur, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Di dalam
Al-Quran Allah SWT telah mengatur dan menetapkan masalah kewarisan dan
kemudian dijelaskan oleh Rasul dalam Sunnah. Dalam Islam, seorang pewaris
tidak dibedakan dari segi fisik. Namun semata-mata karena pertalian darah. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT:

2 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: CV Haji
Masagung, 1990), him. 18.

3 M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i
(patrilineal), Hazairin (bilateral) dan Praktek Di Pengadilan Agama, (Jakarta: Indo-Co, t.th. ),
him. 1.

4} Fatchur Rahman, flmu Waris, (Bandung: Alumni, 1981), him. 27.
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Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan menjadi

ahli waris dari kedua orang tua dan kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki maupun
perempuan dalam ahli waris tidak terhalangi oleh ahli waris lainnya. Dan yang
menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dalam Islam adalah
apabila ahli waris membunuh si pewaris dan karena faktor perbedaan agama
antara pewaris dan ahli waris. Sedangkan diantara sebab mewarisi adalah karena
adanya hubungan darah atau kekeluargaan, hubungan perkawinan yaitu Suami-
istri. Dalam hal pembagian harta warisan, Perincian hak setiap ahli waris
ditentukan Allah SWT secara pasti, yang besarnya berimbang dengan kewajiban
dan tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Misalnya
bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dalam menerima harta warisan. Allah
SWT juga telah menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima harta
warisan. Diantaranya adalah Anak laki-laki, Anak perempuan, Bapak, Ibu,

Saudara perempuan, Saudara laki-laki, Kakek, Nenek, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Hukum Kewarisan Adai yang ada di Pariaman yaug
memakai sistem matrilineal.? Dalam hukum kewarisan adat tersebut, yang
menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Laki-laki tidak berhak untuk

. mendapatkan harta warisan. Sebagai salah satu daerah yang ada di Minangkabau,

5) An-Nisa’ (4): 7.

® Gistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana
kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.



hukum adat yang ada di Ujung Batung Pariaman Tengah tidak jauh berbeda
dengan daerah Minangkabau yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang menarik
dari daerah tersebut dari daerah minangkabau yang lainnya. Pertama, dari sistem
perkawinan. Sistem perkawinan yang ada di Pariaman berbeda dengan daerah
yang lainnya. Di Pariaman seorang laki-laki yang akan menikah dibeli oleh pihak
perempuan sesuai dengan Martabat dan pekerjaannya. Semakin tinggi martabat
dan pekerjaan seorang laki-laki di Pariaman, maka semakin besar ia akan dibeli
oleh pihak calon istrinya. Sistem yang seperti ini sedikit banyaknya tentunya akan
berpengaruh terhadap sistem kewarisan adat. Kedua, daerah Pariaman sangat
berperanan sekali dalam penyebaran agama Islam di Minangkabau. Islam datang
dan berkembang pertama sekali melaui daerah Pariaman. Sehingga ada sebuah
petatah yang menyatakan “Syara’ Mandaki Adat Manurun 7 Yang artinya adat
di Minangkabau datang dan berkembang dari daerah sekitar gunung merapi,
seperti Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Sedangkan

agama Islam di Minangkabau datang dan berkembang dari daerah Pariaman.

Dalam masyarakat Ujung Batung Pariaman tengah, layaknya masyarakat
Minangkabau yang lainnya, tidak semua harta pusaka dapat dibagikan kepada ahli
waris, misalnya harta pusako tinggi. Harta ini tidak dibagikan kepada siapapun
juga. Harta pusako tinggi adalah harta milik bersama. Biasanya harta pusako
tinggi (pusaka tinggi) ini berupa tanah. Sedangkan harta pusako yang dapat

dibagikan kepada ahli warisnya adalah harta pusako rendah (pusaka rendah) yang

? Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: PT Midas Surya, 1984), hlm. 135.



berupa harta pencarian dari pewaris itu sendiri. Dan tentunya semua bentuk sistem

ini berbeda dengan sistem kewarisan yang ada dalam hukum Islam.

Minangkabau yang dikenal dengan falsafahnya Adat Basandi Sara’, Sara’
Basandi Kitabullah (Adat bersendi Sara’, Sara’ bersendi Kitabullah), dalam
masalah kewarisan ini dipertanyakan eksistensinya. Kenapa dalam adat
Minangkabau khususnya di Pariaman, yaitu sebagai tempat berkembangnya
Agama Islam pertama kali, yang seharusnya adatnya berlandaskan kitabullah (Al-
Qur’an Dan Sunnah), namun pada kenyataannya berbeda dengan Al-Qur’an itu

sendiri dalam masalah Sistem kewarisan sebagaimana dalam hukum Islam.

Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun bermaksud mengangkat
permasalahan itu dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT
MINANGKABAU DI KELURAHAN UJUNG BATUNG KECAMATAN

PARIAMAN TENGAH SUMBAR.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. maka dapat dikemukakan
pokok masalah yang perlu diteliti untuk memperoleh jawabannya. Pokok masalah

dalam hubungannya dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan antara sistem hukum kewarisan Islam dan
sistem hukum kewarisan adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung

Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar?
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C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperﬁatik;:ln pokok masalah di atas, maka tujuan penyusunan
skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara sistem kewarisan Islam
dan kewarisan adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan
Pariaman Tengah Sumbar.

2. Untuk melihat sejauh mana titik temu dan relevansi penerapan antara Sistem
Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan
Pariaman Tengah Sumbar dan Hukum Kewarisan Islam.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini meliputi:

1. Secara ilmiah, merupakan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum
pada umumnya, dan pengembangan hukum kewarisan khususnya.

2. Secara praktis, merupakan sumbangan pemikiran pada masyarakat Pariaman
untuk mengambil sikap lebih lanjut delam menentukan sistem kewarisan yang

tepat.
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D. Telaah Pustaka

Sebelum pembahasan mengenai hukum waris, ada satu hal yang tidak bisa
dilepaskan dalam persoalan warisan, yaitu hubungan kekerabatan di suatu daerah
tersebut. Ketika dilihat hukum kekerabatan Islam dan Minangkabau maka terdapat
perbedaan yang sangat mencolok. Dalam Islam sistem kekerabatan (nasab) jatuh
pada pihak laki-laki sedangkan dalam adat Minangkabau sistem kekerabatan
(nasab) jatuh pada pihak perempuan (matrilineal), dan sistem kekerabatan juga

5 5 8
menentukan azas dari hukum kewarisan.®

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap, buku-buku,
karya tulis dan penelitian sebelumnya, sejauh ini penyusun belum menemukan
penelitian yang sama dengan penelitian penyusun lakukan. Meskipun demikian,
telah ada karya tulis yang membahas masalah kewarisan adat Minangkabau, di
antaranya: Dr. Amir Syarifuddin dalam disertasinya pelaksanaan hukum
kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau.” Pembahasan buku ini
lebih menekankan pada kewarisan terhadap harta pencaharian. Dan juga
dijelaskan “sudah merata berlaku saat ini bahwa harta pencaharian seseorang yang
tidak tersangkut padanya harta pusaka, diwarisi oleh anak-anak dan istrinya.”
Selain itu faktor adat, hubungan kekeluargaan dan penyampaian ajaran Agama
dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Minangkabau, sangat berpengaruh

pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Minangkabau.

® Ibid.. hlm. 165-166.

% Ibid., him. 324.



Dari faktor-faktor yang disebutkan oleh Amir Syarifuddin tersebut,
terdapat kerancuan ditemukan di Kelurahan Ujung Batung Pariaman. Pertama,
bahwa masyarakat tidak mewariskan hartanya menurut hukum faraidh karena
pengaruh hukum adat Minangkabau yang lama, maka seharusnya mereka
mengikuti logika Amir- mewariskan harta menurut hukum adat Minangkabau.
Anehnya ini juga tidak terlaksana pada saat sekarang ini. Masyarakat lebih suka

mewariskan harta mereka menurut keadilan versi mereka.

Kedua, bahwa keengganan masyarakat mewariskan harta secara faraidh
karena kekurang fahaman mereka terhadap hukum Islam. Tetapi jika dilihat
sebenarnya dalam lingkungan masyarakat Ujung Batung sebenarnya ada tokoh
agama yang faham akan hukum Islam. Namun sangat disayangkan masih sangat

minimnya diantara tokoh-tokoh tersebut yang mempraktekkan hukum faraidh.

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan antara lain: “Pergumulan
Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewari.san (Studi Kasus di Nagari
Lawang Mandahiling)”.'” Membahas dengan cukup singkat dan global masalah
tarik ulur pelaksanaan hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan. Juga
dijelaskan dalam skripsi ini bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak mau

menerapkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan.

19 Aprianto, “Pergumulan Antara Hukum lslam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan
(Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling).” skripsi lidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).



E. Kerangka Teoretik
Menurut kesepakatan Jumhur (mayoritas ulama) umat Islam, dalil-dalil
Syar'iyyah yang diambil dari hukum-hukum amaliyah berpangkal pada empat

pokok, yaitu: Al-Qur’an, As-Sunnah, [jma’ dan Qiyas. Seperti firman Allah:
st 3 el 06 o San oW1 Lty Jsm ) Inbl 1y el ) Lally

Mog5 ety g SIS VT e gy L Oy o2 O g My B 10y b

1

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa mentaati Allah dan rasul-Nya
berarti mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan mentaati Ulul Amri
berarti mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid.'z)
Qaidah-qaidah Figh yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan

masalah yang akan penyusun bahas, diantaranya:
193,82 550

Menurut para Fuqaha’ adat adalah segala yang dikenal oleh manusia dan
berlaku padanya, baik perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Menurut
Asjmuni A. Rahman suatu perist‘iwa dalam masyarakat, apabila sudah dapat
dikategorikan dalam definisi di atas, maka dapat ditetapkan sebagai sumber

hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan Nas dan jiwa Syari’at.

") An-Nisa’ (4): 59
12) Abdul Wahab Khallaf, /mu Usul al-Figh, (ttp.: Darul Qalam, t.th.), him. 21.

'*) Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him.88-89.
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Kebiasaan tidak boleh dianggap berlaku apabila bertentangan dengan
ketentuan Nas yang ada. Sebab ketentuan Nas Syari’at atau undang-undang lebih
kuat kedudukannya dari pada adat kebiasaan. Dan juga kemaslahatan manusia
merupakan dasar setiap hukum. Apabila terjadi perubahan hukum selama tidak

bertentangan dengan Nas Syari’at, maka itu merupakan suatu kelaziman.

Dalam membahas masalah kewarisan tersebut, Para ahli hukum telah
memberikan rumusan tentang pengertian ilmu waris, diantaranya adalah Wirjono
Prodjodikoro yang menyatakan hukum waris yaitu soal apakah dan bagaimanakah
berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. t4)

Soerojo Wignojodipoero juga merumuskan bahwa hukum waris adat
adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil
maupun immateril yang mana dari seseorang yang _dapat diserahkan kepada
keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses

peralihanny Sedangkan Prof. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan figh mawaris

adalah:

|S)¢3jj—'-“_}a-:5~;§jgb)‘) Jf)\.lj.ej CJ_,;YQ.A_, QJ_,Q_,.‘\_., dﬂr_l_g

) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1991),
him. 13. '

15) T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him. 8.



Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa figh mawaris menjelaskan
tentang kriteria ahli waris, siapakah yang menjadi ahli waris, apa sebab

memperoleh harta warisan, serta berapa bagian ahli waris tersebut.

Di daerah Ujung Batung Pariaman, susunan kekerabatan masyarakat
berdasarkan sistem matrilineal. Masyarakat Ujung Batung Pariaman pada
dasarnya terikat oleh satu kesatuan keturunan (geneologis) yang ditarik menurut
garis ibu atau perempuan. Dalam masalah kewarisan ada beberapa asas pokok
yang ada dalam adat Minangkabau, diantaranya Asas Unilateral yaitu hak
kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekeluargaan. Dan satu garis
kekeluargaan disini ialah garis kerabat melalui ibu. Harta pusaka dari atas
diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan
kepada anak cucu juga melalui garis perempuan. Hal ini tentunya berbeda dengan
konsep yang ditawarkan dalam agama Islam. Di mana dalam agama Islam sistem
yang dipakai pada prinsipnya adalah sistem bilateral. Menurut Hazairin dalam

1) yang dimaksud dengan sistem bilateral khas

“Hendak Kemana Hukum Islam,
Al-Quran adalah adanya kelompok Zw al-Fara’id dan ketetapan orang tua serta

anak-anak si pewaris sebagai ahli waris.

Tentang hukum adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut
didasarkan pada suatu kebutuhan berdasarkan atas kesatuan alam pikir. Kemudian
untuk menyelidiki hukum adat soepomo menjelaskan dalam penggalian tersebut

jangan menanyakan pendapat.dari masyarakat atau tokoh tetapi gejala atau fakta

“ Hazainn. Hendak Kemana Hukum Islam, (Jakarta: Tinta Emas, 1976). hlm. 14,



yang pernah terjadi di masyarakat atau kasus yang terjadi apa sesuai dengan

realita yang dialami.

Karena permasalahannya yang begitu rumit, maka penyusun kemukakan

konsep yang dapat dijadikan sebagai kerangka pembahasan, yaitu:

- Hukum kewarisan Islam dan hukum waris Adat merupakan suatu ketentuan
hukum yang ada dalam masyarakat Ujung Batung Pariaman yang mempunyai
perbedaan dan ketidak kesesuaian, sehingga itu membutuhkan suatu jawaban
yang tepat dan pasti.

- Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melihat sumber hukum
atau dalil yang Qat’i (Al-Qur’an), dan jika tidak ada maka dicari sumber lain
atau mengambil qa’idah fighiyah sebagai dasar Istinbat Hukum.

- Titik pokok yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan manusia, artinya
apabila terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan harus dicegah, tetapi
tidak terdapat suatu hal yang mengandung keteﬁtuan untuk dilaksanakan,
maka yang diutamakan adalah mencegah. Sesuai dengan ga’idah fighiyah

yang berbunyi:

DLLall e e paie dulilif o

Karena adanya perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris
Adat Minangkabau di Ujung Batung Pariaman, maka untuk menentukan hukum
waris mana yang lebih relevan, memerlukan rumusan yang jelas dan tegas demi

tercapainya kepastian hukum.

"7 Ajmusi A. Rahman, Qaidah, hlm. 29



F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research), yaitu
pengumpulan data dengan jalan terjun langsung ke lapangan/obyek penelitian,
dengan tujuan untuk mengadakan studi pengamatan terhadap masalah yang

dibahas.

Untuk melengkapi penelitian lapangan yang dilakukan, juga ditambahkan
dengan penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu mengadakan penelitian
kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dengan tujuan

akan memperoleh data pendapat dari para ahli tentang masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, yaitu menjelaskan bagaimana
sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Ujung Batung
Pariaman, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis sistem kewarisan tersebut,
serta apakah ada titik temu dan relevansinya dengan praktek penerapan sistem

kewarisan di Ujung Batung Pariaman.



3. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan
Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah karena objek penelitian adalah daerah
tersebut dengan meneliti bagaimana praktek dan pelaksanaan hukum waris di

daerah tersebut.
4. Sample Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memilih teknik pengumpulan data dengan
menggunakan metode random sampling (pengambilan sample dengan sistem
acak) yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang meliputi alim ulama, pemuka adat
dalam hal ini adalah niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh adat

lainnya, serta maasyarakat Ujung Batung.
4. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Metode Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengamati dan memperhatikan obyek penelitian serta mengadakan pencatatan

secara sistematis.

b. Metode Interview, yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang

berpijak pada pokok permasalahan.

¢. Metode Dokumentasi, vyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

penulusuran dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan.



3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan figih (hukum Islam)
yang berlaku. pendekatan historis, yaitu analisa terhadap data yang ada dan

didekati dari latar belakang sejarah dengan menggunakan sumber yang ada.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan

menggunakan:

a. Analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan
perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan
untuk memperiengkap data yang penyusun inginkan.

b. Komparasi, yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk

ditemukan unsur-unsur konvergensi dan disvergensinya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis
dan terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan ini

dituangkan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian

ni.
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Bab kedua, akan dibahas gambaran umum tentang hukum kewarisan
Islam. Pembahasan ini meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam,
asas-asas hukum kewarisan Islam, harta warisan dan sebab-sebab menghalang dan
mendapat warisan, rukun dan syarat pewarisan dan ahli waris dan bagiannya. Hal

ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem hukum

kewarisan Islam.

Bab kefiga, Membahas tentang deskripsi wilayah, kewarisan adat
Minangkabau di Pariaman, harta warisan dan sebab-sebab mendapat harta
warisan, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, sebab-sebab hilangnya hak

mewarisi, serta ahli waris dan bagiannya.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan
mengkomparasikan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat
Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung Pariaman yang meliputi sistem
hukumnya, serta titik temu dan relevansi penerapannyé dalam masyarakat Ujung

Batung Pariaman.

Bab kelima, yaitu terdiri dari dua sub bab. Perfama, kesimpulan, yang
menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan hasil yang dilakukan oleh
penyusun. Kedua, saran-saran, yang berisikan saran-saran penyusun tentang

penelitian yang dilakukan



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab terdahulu yang berdasarkan pada
penelitian penyusun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, antara
hukum Islam dan hukum adat Minangkabau yang ada di Kelurahan Ujung Batung
Pariaman, terdapat perbedaan dan juga kesamaan dalam pelaksanaannya. Adapun
perbedaannya yaitu dalam hal harta warisan, hukum kewarisan adat Minangkabau
membagi harta warisan pada dua bagian, yaitu harta pusako randah (pusaka
rendah) yang dapat dibagikan kepada ahli waris dan harta pusako tinggi (pusaka
tinggi) yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta ini adaiah harta
milik bersama. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam harta warisan adalah
segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak.
Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun buKan kebendaan. Kemudian
dalam hukum waris adat Minangkabau yang menjadi ahli waris adalah pihak
perempuan. Pihak laki-laki tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan.
Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris bukan hanya pihak
perempuan. Yang menjadi ahli waris adalah semua kerabat atau keluar yang
berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan yang telah ditetapkan
dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. |

Dilihat dari segi persamaannya antara hukum kewarisan Islam dan hukum
kewarian adat Minangkabau sebenamya telah terjadi pergeseran yang

mengakibatkan dua aturan hukum terutama dalam persoalan kewarisan yang
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sangat berbeda dapat dipadukan dengan tidak menghilangkan salah satu dari
kedua aturan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya hukum kewarisan adat
Minangkabau dipakai untuk pembagian harta pusaka tinggi, sedangkan hukum
Islam diterapkan terhadap harta warisan pusaka rendah. Dan tentunya hal ini
diterapkan agar masyarakat bisa merasa nyaman dan tentram dengan ketetapan itu

sendiri sesuai dengan tujuan dari pada hukum Islam dan hukum adat.

B. Saran-saran

Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam 100%, memang sudah
sepantasnya memiliki konsekwensi dan loyalitas yang tinggi serta
mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam lingkungan masyarakat setempat.
Hendaknya para tokoh adat mampu berperan dalam menerapkan hukum Islam
dalam lingkungan masyarakat adat. Meskipun hal tersebut harus dilaksanakan
secara bertahap. Dan hal yang sangat penting ialah para tokoh agamea dan adat
harus benar-benar jeli dalam melihat persolan yang ada. Jika seandainya terjadi
permasalahan dalam pembagian kewarisan, maka para tokoh agama dan adat
harus bisa melihat sistem seperti apa yang harus diterapkan. Apakah sistem

kewarisan Islam atau sistem kewarisan adat yang sudah ada (adat Minangkabau).
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Bagaimanapun juga adat Minangkabau yang sangat dikenal dengan
falsafahnya adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah harus benar-benar
mampu memegang kuat dan benar-benar menerapkan makna hakiki dari falsafah
tersebut, yaitu adat yang berlandaskan pada ketentuan Allah SWT (al-quran dan
sunnah). Dalam hal ini peranan alim ulama, cadiak pandai, urang tuo, kapalo
mudo, mamak, masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang lainnya sangat diharapkan

mampu berperan aktif.
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Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu
bapak dan kari kerabatnya. Untuk perempuan juga
ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib
kerabatnya. Baik peninggalan itu sedikit maupun
banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan
taati Rasul dan wlil amri di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan
rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu
bapak dan karib kerabatnya. Untuk perempuan juga
ada bagian dari ibu bapak Jan karib kerabatnya,
baik peninggalan itu sedikit maupun banyak,
sebagai bagian yang telah ditentukan.

Apabila datang pada waktu pembagian harta
peninggalan karib kerabat, anak yatim, dan orang-
orang miskin, maka berilah mereka itu sekedarnya
dan katakanlah pada mereka perkataan yang baik.

Allah mewasiatkan kepada kamu tentang bagian
anak-anakmu. Untuk seorang laki-laki, bagiannya
sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Kalau
anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang
maka untuk mereka dua pertiga dari harta
peninggalan, kalau anak perempuan itu hanya
seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk ibu
dan bapak masing-masing mendapat seperenam
bila si meninggal ada meninggalkan anak. Bila si
meninggal tidak ada meninggalkan anak, dan yang
mewarisinya ialah dua orang ibu bapaknya, maka
untuk ibunya sepertiga. Jika si meninggal
mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk
ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah
dikeluarkan wasiat yang diwariskannya dan utang-
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utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu
tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka
yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. (inilah)
suatu ketetapan dari pada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Untukmu seperdua dari peninggalan istrimu bila
tidak mempunyai anak. Dan bila punya anak, maka
baianmu ialah seperempat dari peninggalannya
sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkanya
atau utang-utangnya. Untuk mereka (istri-istrimu)
seperempat dari peninggalanmu bila kamu tidak
mempunyai anak. Dan bila kamu punya anak, maka
bagian mereka ialah seperdelapan. Sesudah
dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan dan
utang-utangmu. Kalau laki-laki atau perempuan
yang diwarisi itu orang yang punah dan ia
meninggalkan saudara baik laki-laki maupum
perempuen, maka masing-masing mendapat
seperenam. Kalau mereka lebih dari seorang maka
mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian
itu ialah sesudah dikeluarkan wasiat yang
diwasiatkan atau utang, tanpa memberi mudarat. Ini
ialah sebagai wasiat daripada Allah dan allah maha
mengetahui lagi maha penyantun.

Demikanlah ketentuan-ketentuan Allah. Barang
siapa mematuhi Allah dan rasulnya, niscaya Ia akan
memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir
di bawahnya air sungai. Mereka kekal di dalamnya.
Itulah kemenangan yang besar.

Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah
bahwa Allah memfatwakan kepadamu tentang
kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak
mempunyai anak. ia mempunyai saudara
perempuan, dan untuk saudara perempuannya itu
seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudara laki-
laki mewarisi saudara perempuannya bila saudara
perempuan itu tidak punya anak. Bila saudara
perempuan ada dua orang, maka untuk keduanya
duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Bila
mereka terdiri dari beberapa orang saudara laki-laki
dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki ialah
sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah
menerangkan kepadamu supaya kamu jangan
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tersesat. Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Berikanlah  faraid kepada yang  berhak
menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada
keluarga laki-laki yang terdekat.

Seorang muslim tidak mewarisi atas orang Kkafir,
dan orang kafir tidak mewarisi atas seorang
muslim.

Seorang pembunuh tidak berhak menerima warisan
dari orang yang dibunuhnya.
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Razali, dengan ini menerangkan
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Nama : Agustri
TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 20 Mei 2005 tentang sistem
kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam
judul skripsi “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan
Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamaian Pariaman Tengah
Sumbar".

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 20 Mei 2005

Razali
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sebagaimana mestinya.
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Pekerjaan : Mahasiswa Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 15 ‘Mei 2005 tentang sistem
kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam
judul skripsi “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan
Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah

Sumbar”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 15 Mei 2005

Metrinaldi
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ST. Syahril, dengan ini

menerangkan bahwa:
Nama : Agustri
TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekerjaan : Mahasiswa Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 10 Mei 2005 tentang sistem
kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat Minangkabau di Pariaman, dalam
judul skripsi “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan
Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah
Sumbar”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ujung Batung, 10 Mei 2005

ST. Syahril
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 4bd. Maat Latif, dengan ini
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Nama : Agustri
TTGL : Pariaman, 23 Agustus 1983

Pekérjaan : Mahasiswa Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 5 Maret 2005 tentang sistem
kewarisan Islam dan sistem kewarisa;m adat Minangkabau di Pariaman, dalam
judul skripsi “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Warisan
Adat Minangkabau Di Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah
Sumbar”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ujung Batyng, 5 Maret 2005
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10.

11.

PEDOMAN WAWANCARA

Apakah sistem kewarisan adat Minangkabau yang ada di Ujung Batung
pariaman sama dengan daerah Minangkabau yang lainnya?

Bagaimanakah bentuk sistem kewarisan adat Minangkabau yang ada di Ujung
Batung Pariaman?

Siapakah yang berhak dalam membagi, serta yang mendapatkan harta warisan
di Kelurahan Ujung Batung Pariaman?

Bagaimana pandangan masyarakat Ujung Batung Pariaman terhadap hukum
waris Islam?

Apakah ada harta warisan yang diberikan kepada anak sebelum si pewaris
meninggal dunia?

Apakah harta warisan pernah ada yang diberikan kepada selain ahli waris?
Apakah hukum waris Islam berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam?
Apakah hukum waris adat berjalan sesuai dengan aturan hukum waris adat?
Pernahkah kasus sengketa warisan dibawa ke Pengadilan?

Siapakah yang lebih berperan apabila terjadi sengketa terhadap harta warisan
di Pariaman?

Sistem kewarisan manakah yang cocok diterapkan dalam lingkungan

masyarakat Ujung Batung Pariaman?
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